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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Penulis 

menarik kesimpulan bahwa tanggung jawab oleh PT PELNI Cabang 

Merauke kepada konsumen belum sesuai dengan Undang-undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam upayanya 

pihak PT PELNI hanya bertanggung jawab atas barang mulai dari ketika 

barang dimuat di atas kapal melalui Pelabuhan Merauke menuju 

Pelabuhan tujuan.  

PT PELNI Cabang Merauke bertanggung jawab atas barang 

yang dimuat, dan apabila terjadi kerusakan, keterlambatan dan teknis 

pengangkutan pada saat proses pengiriman di atas kapal, maka PT 

PELNI akan bertanggung jawab dengan memberikan asuransi melalui 

PT Jasaraharja Putera kepada pihak korban dengan syarat menyertakan 

dokumentasi kerusakan pada barang muatan dan dokumen Bill of 

Lading (BL).  

Akan tetapi jika dilihat dari fakta, tidak semua pihak yang 

merasa dirugikan atas kerusakan barang mendapat asuransi yang 

dimaksud. Fakta di lapangan mengatakan bahwa apabila terjadi 

kerusakan barang atau terjadi keterlambatan ketika proses pengiriman 
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barang melalui PT PELNI Cabang Merauke terutama pada barang-

barang yang bermuatan sedikit atau sedang, pihak PELNI hanya 

memberikan permohonan maaf sebagai bentuk tanggung jawab mereka. 

Hal ini bertentangan dengan Pasal 4 ayat (8), Pasal 7, Pasal 16, Pasal 18, 

dan Pasal 19 yang pada intinya menjelaskan bahwa PT PELNI Cabang 

Merauke selaku pengangkut tidak dapat menghindari tanggung 

jawabnya kecuali terdapat beberapa pengecualian yang bukan 

merupakan kesalahan dari pihak PELNI atau kejadian yang tidak dapat 

dihindari. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka 

penulis ingin memberikan saran yang dapat dijadikan bahan 

pertimbangan bagi PT PELNI Cabang Merauke untuk: 

1. Memberikan hak konsumen sepenuhnya apabila terjadi kerusakan 

sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat (8), Pasal 7, Pasal 

16, Pasal 18, dan Pasal 19. Apabila terjadi kerusakan yang disebabkan 

oleh PT PELNI Cabang Merauke, maka konsumen berhak atas asuransi 

PT Jasaraharja Putera, bukan hanya sekedar permohonan maaf dari 

pihak PELNI atau bahkan mengabaikan tanggung jawab PT PELNI 

Cabang Merauke.  
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2. Meminta bantuan pemerintah dalam hal memenuhi segala fasilitas 

terutama fasilitas X-ray yang menjadi kendala utama dalam sistem 

pengangkutan melalui PELNI. Mengingat bahwa PT PELNI Cabang 

Merauke merupakan bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

yang berarti pemerintah harus ikut berpartisipasi dalam menyediakan 

segala fasilitas yang dibutuhkan sehingga tidak terjadi hal-hal yang 

tidak diinginkan pada saat proses muat barang atau proses bongkar 

muat.  

3. Memperketat bagian keamanan dalam halnya mengurangi buruh-buruh 

liar. Memberikan masukkan kepada Kantor Syahbandar dan Otoritas 

Pelabuhan (KSOP) Merauke dan PT Pelindo untuk mengidentifikasi 

anggota-anggota Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dengan 

memberikan seragam atau kartu identitas, sehingga buruh liar dapat 

dikurangi.  
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